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ABSTRAK

Roswita Stefania Tnaob, Npm: 22170152: Peran Lembaga Adat Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Tasinifu Kecamatan Mutis
Kabupaten Timor Tengah Utara. Pengaturan baru tentang pemerintahan daerah
(local government) melalui UU Nomor 23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan
Daerah, merupakan langkah yang penting dan relevan mengingat pemerintah
daerah menempati posisi yang strategis dalam penyelenggaraan Negara Indonesia
dengan menempatkan pemerintah desa secara proporsional untuk mempergunakan
hak-hak dan kewenangannya dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakatnya sesuai dengan aspirasi yang berkembang dan nilai-nilai demokrasi.
Dengan demikian otonomi desa dimaksud telah diatur khusus dengan UU Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu kewenangan untuk mengatur desanya secara
mandiri atau Otonom berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam mengurus kepentingan masyarakat berkaitan dengan hak asal usul
dan hak tradisional masyarakat adat maka tuntutan ini telah ditindaklanjuti dengan
Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa. Ruang gerak untuk memberdayakan, melestarikan dan
mengembangkan adat istiadat dan hak-hak tradisional telah diatur dalam tugas dan
fungsi Lembaga Adat Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa meliputi
(1) Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat
termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya; (2)
Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta/atau kekayaan adat
lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan
mengatasi kemiskinan di desa; (3) Mengembangkan musyawarah mufakat untuk
pengambilan keputusan dalam musyawarah desa; (4) Mengembangkan nilai adat
istiadat dalam menyelesaikan sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam
interaksi manusia; (5) Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian,
ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; (6) Mengembangkan nilai adat untuk
kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan
lainnya; dan (7) Mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Hasil penelitian tentang Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Di Desa Tasinifu Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah
Utara dalam upaya melindungi, melestariakan dan mengembangkan nilai adat
istiadat sesuai dengan tugas dan fungsi diatas diperlukan adanya hubungan
kemitraan, hubungan koordinasidan hubunga nkontrol social antara lembaga adat
desa dan pemerintah desa untuk membentuk semua peraturan desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa Kkhususnya yang berkaitan dengan
kelembagaan adat desa serta bentuk-bentuk kegiatan lainnya yang bermanfaat
bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: Peran, Lembaga Adat, Pemerintahan Desa



ABSTRACT

Roswita Stefania Tnaob, Npm: 22170152: Role Of Traditional Institutions In
Implementing Village Government In Tasinifu Village, Mutis District, Timor
Central North Timor Regency.The new regulation on local government through
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government is an important and
relevant step considering that regional governments occupy a strategic position in
the administration of the Indonesian state by placing village governments
proportionally to exercise their rights and authorities in regulate and manage the
interests of the community in accordance with developing aspirations and
democratic values. Thus, the village autonomy has been specifically regulated by
Law Number 6 of 2014 concerning Villages, namely the authority to regulate the
village independently or autonomously based on local origins and customs.

In managing the interests of the community related to the rights of
origin and traditional rights of indigenous peoples, this claim has been followed
up with Permendagri Number 18 of 2018 concerning Village Community
Institutions and Village Traditional Institutions. The space for empowering,
preserving and developing traditional customs and rights has been regulated in the
duties and functions of the Village Customary Institutions established based on
Village Regulations including (1) Protecting the cultural identity and traditional
rights of indigenous peoples including birth, death, marriage and other elements
of other kinship; (2) Preserving ulayat rights, ulayat land, customary forest, and
other customary assets/or assets for the people's livelihood, environmental
preservation, and overcoming poverty in the village; (3) Developing consensus
deliberation for decision making in village deliberations; (4) Developing
traditional values in resolving disputes over inheritance, land and conflicts in
human interaction; (5) Development of traditional values for peace, tranquility
and order in the village community; (6) Developing customary values for health,
public education, arts and culture, environment, and other activities; and (7)
Develop cooperation with other LADs.

The results of the research on the role of traditional institutions in the
implementation of village governance in Tasinifu village, Mutis district, North
Central Timor regency in an effort to protect, preserve and develop traditional
values in accordance with the duties and functions above, it is necessary to have a
partnership relationship, coordination relationship and social control relationship
between village traditional institutions and the village government to form all
village regulations in the administration of village governance, especially those
relating to village customary institutions and other forms of activity that are
beneficial to the welfare of the village community.

Keywords: The Role of Traditional, Institutions, Village Government.
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